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P E'R AT HRAN PEMRREINSY AH N-R
Tahun 1851 (Lembaran Negara Nr, 66, 1985

]

PERTANIAN PROPINSI SUMATER. UTARA, P74
LAKEANAAN PENJERAHAN, Tentang pelulza-—
naan penjerahan sebagian dari urusan

- Pemerintah Pusat dalam lapangen perio-—
nian kepada Propinsi Sumatera Uumrme

PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA,.

Tenloobong ¢ bahwa untuk melaksanakan ketentuan~ketentuan dalam pecal

/ eiae (1) dan (2) dan pasal 5 dari Peraturan Pemerintah Penggantian Uar-
vni~ng Nr., 5 tahun 1950, porlu segera diserahkan beberapa urusan Pemerintah
Puses men 2nal pertanian kepada Propinsi Dumatera Utara;

Menoingat ¢ Undang-undang Nr 22 tahun 1948 Republik Indonesia (Jogia-—
kerta) dan pesal 98 dan 131 dari Undang-undang Dasar sementara;

Mengingat lagi ¢ Kebutusanakcpufﬁéan Dewan Menteri dalam rapat ke 70
dan 45 masinzg?2 pada tanggal 8 Februari 1951 dan 10 Meart 1651

: ' MEMUT B AN
“arkan Peraturdn Pemerintah sebagai berikut:
Porafuran Pemerintah tentang pelaksanaan penjerahan sebagian

aarli uruaesn Pamerintahan. Pusat dalam lapangan pertanisn kepada
Propinsi Sumatera Utara.

BAB 1
Tentang hal pertanian rakjat,.
| Pasal 1.
Propinsi diserahi mengatur urusan pertanian rakjat didalam daewabnu‘,
Jars tidak diurva olel Pemerintah Pusat dengan memperhatikan petundjulk-petun-
ajuk dari Menteri Pertanian.
Pagal 2,

L

Prcpineil memimpin dan mengawasi pemerintahan—pemerintahan daerah ¢.o-
necom rowcahian didalam lingkungan daerahnja, jang ‘turut membantu usgha Pron!
rontel lnsrarakan kewadjihannja.

Pagal 3.

_ Devan Pemerintah Daerah Propinsi, dengan bantuan Dewan-dewan Pemerit,

‘Dacran otoncom bawahan didalam lingkungan daerah Propinsi, membantu Domcrint

Pus“J dalam mengumpulkan tjatatan-tjatatan dan angka?2 dari perfanian dan uar
pert obaanwooroJOban pemotongan padi (proefsnnﬂmnﬁ untuk kepentingen stai

Uik pertanian atau politik.penctapan harga-harga pasar darl Dy v STl Ay
BAB IT
Tentang hal penjelidikan dan pertjobaan,
Pasal 4.

-qu*% mengadakan pertjobaan-pertjobaan guna memetjah soal tekniz (o
nertanian, Dewan Pemerintah Daerah Propinsi terlebih dahulu he-
persetudjuan dari Menteri Pertanian, :

Paszl B

: Davwar Pemerimtah Daerah onp:nsi diserahi urusan molphqnnvvaﬂ Asn
sultunre {Badrigte dan cultuurontledlrven) dalam lapangan pertan.an j =y, ¢ in°




PERATURANP P BoR N 0A T N R A
Tahun 1851 (Lembaran Negara Nr. 66, 1851)

PERTANIAN PROPINSI SUMATER. UTARA. P74
LAKEANAAN PENJERAHAN, Tentang peluk u-—
naan penjerahan sebagian dari urucan

- Pemerintah Pusat dalam lapangan periz~—
ndan kepada Propinsi Sumatera Utara.

QEEQIDuN RJPUBLIK INDONLSIA,
Tenliodong ¢ bahwa untuk melaksanakan ketentuan-~ketentuan dalam pasa’
eiso (1) dan (2) dan pasal 5 dari Peraturan Pemerintah Penggantian Us®
onamng Nr, & tahun 1650, perlu segera diserahkan beberapa urusan Pemevrintah
Puge’s men . 2onal pertanian kepada Propinsi Bumatera Utara;

5 i)

Menoingat ¢ Undang-undang Nr 22 tahun 1948 Republik Indonesia (Jogia-
kertn) dan pasal 98 dan 131 dari Undang-undang Dasar sementara:

Mengingat lagi : Keputusan-keputusan Dewan Menteri dalam rapat ke %0

dan 15 masinzg? pada tanggal 3 Pebruari 1651 dan 10 Meart 1951 ;
_ : HNEMNMITITUAK ANt
.. "arkan Peratursn Pemerintah sebagai berikut:
Percburan Pemerintah tentang pelaksanaan penjerahan sebagian
dari uxuesn Pemerintahan Pusat dalam lapangan pertanian kepads
- Propinsi Sumatera Utara,
BAB 1
Tentang hal pertanian.rakjét.
Pasal l,
Propinsi diserahi mengatur urusan pertanian rakjat didalam daerahnja,
arg tidak diuruvs olell Pemerintah Pusat dengan memperhatikan petundjuk--petun-

diuk dari Menteri Pertanian.
Pasal 2,

Prcpinesl memimpin dan mengawasi pemerintahan-pemerintahan daerah o.o--
L, Powalan didalam lingkungah daerahnja, jang ‘turut membantu usgha Propfs. .
et el oarcaralkan kewadjibannja.e

Pagal F,

X

Devan Pemerintah Daerah Propinsi, dengan bantuan Deﬁan—dewan PempraT
Tacran otonoom bawahan didalam lingkungan daerah Propinsi, membantu Pu;ux;ut

vaat dalam mengumpulkan tjataten-tjatatan dan angka2 dari perbernion dan uz
;z:cdobaan—bercgoban pemotongan padi (proefsnﬂﬁx}) untuk kepentingen St1’+
ik pertanian atau politik . penetapan harga~harga pasar darl hap e l—aoe s ol A
BAB IT "
enta g hal penjelidikan dan pertjobaan,
Pasal 4.
Tatuk mengadakan pertjobaan~pertjobaan guna memetjah soal telmis (o
-wpang.. nertanian, Dewan Pemerintah Daerah Propinsi terleblh dahulu fa--
> wendepat per oetudguan dari Mentceri Pertaniane
Pasal 5e
; Dewran Pemerintah | nerah Prop:nsi diserahi urusan m911qunq%ﬁn Aan
saultvay -{batrifa dan cultuuroncledlggen) dalam lapangen pertvan.an j oy, (i

dang.perln oleh Menteri Pertanian, Henurut petund juk-petundjuk jang di.....-
1 cleh Menteri terdebut, :

Pasel. By vessess



A o
Pasal 6 »

Djika dipandang perlu olch Menteri Pertanian, Dewan Pemerintah Daerah
Propinsi memberi bantuannja terhadap segala penjelidikan-penjelidiken jang
dilakukan oleh Pemerintah Pusat,. :

Paeal T.

Beland ja~belandja untuk mcmbiajai usaha-usaha dan tindakan~tindakan
jang chusus herkensan dengan ketentuan-~ketentuan dalam pnsal 5 dan pasal 6
ditanggung olch Mentcori Pertanian,

BAB IIX _
Tentang hal persedizan benih, bibit dan bidji tanam-tanaman
dan alat-alat pertanian,

Pasal 8,

Untuk mendjaga agar setiap waktu tersedis tjukup benih,bibit dan bidji
tanam-tanaman jang terbaik, Propinsi mengadakan kebun-kebun bibit dan benih
(zaadhoven) . Pasal 9

Propinsi menjediakan alat~alat‘perfan1an untuk dibagi-bagikan kepada
dacrah~daerah otonoom bawahan dalam lingkungan daerahyja.

BAB 1V,

Tentanz hal 7umbanterasan dan pentjegahan penjakit-penjakit
dan gangguan-gangguan tanam-tanaman,

Pagal 10,

Propinsi mengadakan tindakan-tindakan dan memimpin pembanterasan dan
pentjegahan penjakit-penjakit dan gangguen-gangguan tanam-tanaman dalam
lingkungan daerahnja,

Pasal 11,

(1) Propinsi mcngowasi dan membantu daerah-daerah otonoom bawashan di-
dalam lingkungan daerahnja dalam usahanja membanteras dan mentjegah penjakit
penjakit dan gangguan-gangguan tanam-tanaman,

£2) DJlkd dipandang perlu oleh Menteri Pertanian, Dewan Pemerintah
Daerah Propinsi memesan obat-obatan dan lain~lain sebagainja untuk keperlu-
an pembanterasan den pentjegahah penjakit-penjakit dan gangguan-gangguan
seperti jang tersebut dalam ajat (1) dari persediaan Negara dengan peranta-
raan Menteri tersebut.

Pasal 12,

Bilamana berdjangkit penjakit atau gangguan tanam-tanaman dengzan hebat,se-
"ingga sangat dikuatirkan akan membahajakan keadaan makanan rakjat,maka
Dewaw I'omerintah Dgerah Propinsi,selekas-lekasnja mengadakon perundingan
dengan Menteri Pertanian untuk membitjarakon bersama-same tentang tindakan-
tindakan jang dipandeng perlu diadakan untuk membanteras dan mentjegah
renjakit -penjakit atau gangruan tersebut. ' :

BABRB V,

TENTANG HAL PROPAGANDA~PROPAGANDA DAN DEMONSTRASI
~ DEMONOTRASI PERTANTIAN,

. Pasal 1%

Propinsi mercntjanakan usaha=-usaha untuk mengerakkan djiwa tani dan
masjarakat tani jang modérn dan dinamis,antara lain dengan djalant
a., mengandjurkan pembentukan dan berkembangnja organisasi-organisadi tanij
b. mengadaken tjoramah-tjeramah,latihan~latihan,darmawasita~darmawasita,
pertund jukan-pertund jukan,tjontohytjontoh dan rapat-rapat;
c, mengadakan sajembara-sajembara,perlombaan-perlombaan dan penjlaran-



. e pesaea wmewweoid banLuannja terhadap scegala penjelidikans=penjelidiken jun
dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Posal T,

Beland ja~belandja untuk membiajal usaha-usaha dan tindakan~tindakan
jang chusus herkenaan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 dan pasal
ditanggung olch Mentceri Pertanian,

BAB III
Tentang hal persediaan benih, bibit den bidji tanam-tanaman
dan alat-alat pertanian,

Pasal 8.

Untuk mendjaga agor setiap waktu tersedis tjukup benih,bibit dan bid
tanam-tanaman jang terbaik, Propinsi mengadakan Pebun~kebun blbit dan beni
(zaadhoven) . Pasal 9

Propinsi menjediakan alataalat'perfanian untuk dibagi-bagikan kepada
dacrah-daerah otonoom bawahan dalam lingkungan daerahyija,

BAB IV,

Tentang hal »umbanterasan dan pentjegahan penjakit-penjakit
dan gangguan-gangguan tanam-tanaman,

Pasal 10,

Propinsi mengadakan tindakan-tindakan dan memimpin pembanterasan dan
pentjegahan penjaklt-penJaklt dan gangguan-gongguan tanam-tanaman dalam
lingkungan daerahnjae

Fagal 11,

{1) Propinsi mcngawasi dan membantu daerah-daerah otonoom bawahan di
dalam lingkungan dacrahnja dalam uysahanja membanteras dan mentjegah penaak
penjakit dan gangguan-gangguan tanam-tanaman,

(2) Djika dipandang perlu oleh Menteri Pertanian, Dewan Pemerintah
Daerah Propinsi memesan obat-obatan dan lain-~lain sebagainja untuk keperlu
an pembanterasan dan pentjegahah penjakit-penjakit dan gangguan-gangguan
geperti jang tersebut dalam ajat (1) dari persediaan Negara dengzan peranta
raan Menteri te:sebut,

Pasal 12,

Bilamana berdjangkit penjakit atau gangguan tunam-tﬂnaman denzan hebat, se~
ningga sangat dikuwatirkan akan membahajakan keadaan makanan rukaat,makn
Dewaw. Domerinteh Daerah Propinsi,selekas-lekasnja mengadakon perundingan
dengan Menteri Pertanian untuk membit jaraken bersama-sama tentang tindakan
tindakan jang dipandang perlu diadakan untuk membanteras dan mentjewah
penjakit -penjakit ataun gangruan tersebut.

B B A

TENTANG HAL PROPAGANDA~PROPAGANDA DAN DEMONSTRAST
- DEMONCTRASBI PERTANIAN,

JPasad. 15

Propinsi mercntjanakan ussha-usaha untuk mengerakkan djiwa tani dan
masjarakat tani jang modern dan dinamis,antara lain dengan djalan:
a, mengandjurkan pembentukan dan bﬂrkcmban'nja organlsL81-organlsaéi tani;
b. mengadakan tjeramah-tjeramah,latihan-latihan,darmawasita~darmawasita,
pertund jukan-pertund jukan, t jontohytjontoh dan rapat-rapat;
G menuadakan sajembara~sajemhara,perlombaan—-perlombaan dan penjiaran~
penjiaran;
d. mengandjurkan berdirinja perkumpulan-perkumpulan dan kOperasi-koperﬂsi.

Pasal 14.



-3 -
Pasgal __14.

e

(1) Propinsi mendirikan balai-balai perpustakaan dan balai-balai per-
tundjukan jang bersanzkutan dengan pertanian,

(2) Propinsi mengadakan madjalehemadjalah,brochures-brochures jang
memuat petund juk-~petundjuk dan rentjana-~rentjana dalam lapangan pertanian,

raegal . 15,

Propinsi berusaha agar pegawai~pegawail ahli Propinsi padc waktuwwaktu
Jang tertentu menurut rentjana jang telah ditetapkan,mengadakan inspeksi
didalam lingkungsan daerah Proninsi tentang keadaan pertanian dan mempeérbuat
lapuran tentang inspcksi tersebut.

Pasal 1.

-

Dalam melaksanakan ussha-usaha jang tersebut dalam pasal 13 dan 14
ajat 1 dan 2 Propinsi secdapat mungkin mengadakan perhubungan Jjang rapat
dengan instansi-instansi lain #an organisasi-organisasi tani.

BABR VI,
TENTANG HAL PENDIDIKAN.
Pasal 17,

Propinsi menjelenggarakan pendidikan pertanian dengan mendirikan se~
kolah~sekolah perusahaan pertanian (landbouwbedrijfsscholen),sekolah-~se~
kolah pertanian rendah dan kursus<kursus tani,menurut pedoman~pedoman
Jang dibverikan oleh Menteri Pertanian.

B _A. B VIIQ
TisNTANG HAL RAPAT-RAPAT DiNGAN MoNTERL PRRTANIAN,
Pasal _ 18.

(1) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi mengusahakan,supaja Kepala Dja-
watan Pertanian Propinsi memenuhi panggilan-pangsilan dari Menteri Perta
nian untuk mengadakan pembitjaraan-pembitjaraan bersama,tentang urusan
teknis dalam lapangan pertanian.

(2) Biaja untuk memenuhi panzgiloje-anggilan Atu ditangsung oleh Mene
terli Pertanian. :

BAB VIII.

TLENTANG HAL PENJERAHAN URUSAN-URUS!N LAIN
' DARI PiRTANTAN KEPADA PROPINGI,

Pasal 19,

Mengingat keadaan dan setelah berunding dengan Mentcri Dalam Negori
maka urusan-urusan lain delam lapangan pertanian i,dengan Peraturan Men-
teri Pertanian berangsung-angsur diserahkan kepada Pemerintah Daerah
Propinsi.

B AR IX,

TENTANG HAL PHENJLRAHAN URUSAN-URUSAN PURTANIAN
KisPADA DAIRAH—DALRAH OTONOOM BAWAHAN,

Pasal 20,

(1) Dewan Perwakilan Rakjat Dacrah Propinsi,dengan memperhatikan petun-
djuk-petund juk janzg diberikan oleh Menteri Pceritenian dan setelah mendengsa
pertimbangan-pertimbansan Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Dacrah Otonoom
bawahan jang bersangkutan,lcbih landjut menjerahkan kepada daerah-daerah
otonoom bawahan tersebut,urusan-urusan jang termasuk dalam pasal 8,pagal
10 dan pasal 14 ajat~aJat 1 dan 2,beserta segala sesuatu, jang bersanbku~
tan dengan urusan-urusan itu,



(2) Propinsi mengadakan madjalah-madjalah,brochures-brochures jang
memuat petund juk-petund juk dan remtjana~rentjana dalam lapangan pertanian,.

Yomel 15

s e

Propinsi berusaha agar pegawai~pegawal ahli Propinsi padc waktu-waktu
Jang tertentu menurut rentjana jang telah ditetapkan,mengadakan inspeksi
didalam linzkungan daerah Proninsi tentang keadaan pertanian dan mempérbua
lapuran tentang inspeksi tersebut.

Pagal 16,

Dalam melaksanaken usaha~usaha jang tersebut dalam pasal 13 dan 14
ajat 1 dan 2 Propinsi scdapat mungkin mengadakan perhubungan jang rapat
dengzan instansi-instansi lain o organisasi-organisasi tani,

BAB b’
ENTANG HAL PEINDIDIKAN,
Peuel - 17,

Propinsi menjelenggaraken pendidikan pertanian dengan mendirikan se~
kolah~sekolah perusahaan pertanian (landbouwbedrijfsscholen),sekolah~se~
kolah pertanian rendah dan kursus<kursus tani,menurut pedoman-pedoman
Jang diberikan oleh Menteri Pertanian,

B _Ll‘i. B VII
TLNTANG HAL RAPAT-RAPAT DENGAN MENTERI PLRTANIAN,
Pasal _ 18.

(1) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi mengusahakan,supaja Kepala Dja-
watan Pertanian Propinsi memenuhi panggilan-panggilan dari Menteri Perta
nian untuk mengadakan pembitjaraan~pembitjaraan bersama,tentang urusan
teknis dalam lapangan pertanian.

(2) Biaja untuk memenuhi panz@ilmie-unggilan ‘Atu ditangoung oleh Mene
teri Pertanian.

‘BAB VEIL;

TTNTANG HAL, PENJERAHAN URUSAN-URUS/N LAIN
DART PiRTANTAN KEPADA PROPINSI.

Pagal 19,

Mengingat keadaan dan setelah berunding dengan Menteri Dalam Neﬂeri
naka urusan-urusan lain dalam lapangan pertznian i,dengan Peraturan Men-
teri Pertanian berangsung-angsur diserahkan kepada Pemerintah Dacrah
Propinai,

BAB IX.

TENTLNG HATL PONJURAHAN URUSAN-URUSAN PFRRTANIAN
KiiPADA DAFPRAH-DAZRAH OTONOOM BAWAHAN,

Pasal 20,

(1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi,dengan memperhatikan petun-
djuk-petund juk jang diberiken oleh Menteri Pertanian dan setelah mendengar
pertimbangan-pertinbansan Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Dacrah Otonoom
bawahan jang bersangkutan,lcbih land jut menjerahkan kepada daerah~daerah
otonoom bawahan tersebut,urusan-urusan jang termasuk dalam pasal 8,pagal
10 dan pasal 14 agat—agat 1l dan 2,beserta segala sesuatu, jang bersangku-
tan dengan urusan~urusan itu,

(2) Peraturan-peraturan Daerah Propinsi janz melaksanakan penjerahan
urusan-urusan jang tersebut dalam ajat 1,tidak borlaku,sebelum mendapat
persctudjuan dari Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri, (3)....



el

(3) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Proninsi mengadakan koordinasi
" dan pengawasan terhadap daerah~daerah otonoom bawahan. dalkn menjelenggarakan
urusan~urusan jane diserahkan kepadanja menurut ajat l.

Pasgal 21,

=Y Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi, setelah mendengar pertimba:
nganDewan -~ dewan Perwakilan Rakjat Daerah otonoom bawahan jang bersangkutan,
dan setelah disetudjuil oleh Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri, da-
pat menjerahltan kepada daerah=-daerah otonoom bawahan tersebut sebagian dari
hal~hal mengenai urusan pertanlﬁn jang termasuL dalam urusan rumah tangga

Propinsi.
Pasal 22,

Bilamana urusan-urusan jang tersebut dalam pasal 20 ajat 1 diserahkan
kepada daerah-daerah otonoom bawahan, maka ketentuan-ketentuan jang dimaksud
dalam pasal 15, pasal 16 dan pasal 23 mutatis-mutabis berlaku djuga bagi da-
c+a..~Gaerah otonoom bawahan jang bersangkutan,

BABX.

’l‘entanb hal bentult dan susunan’ Djawatan
Pertanian Proplsni R

Pasal 23 .

Dalam membentuk dan menjusun Djawatan Pertanian’ Propinsi,Propinsi
memperhatikan petund juk-setund juk dari Menteri Pertanian,

B oA XLy

Tentang hal bangun-bangunan, tanah~tanah, alat-alat,
hutang-piutang dan perusahaan-perusahaan,

Pasal 24.

(1) Kepada Propinsi diserahkan untuk diurus dan dipelihara segala baw
ngun-bangunan dan tahah-tanah guna menjelenggarakan kewad]iban Propinsi da-
lam urugan pexrtanian,

(2) Kepada Propinsi diserahken untuk mendjadi miliknja segala alat-
alat dan ?erkakas~perkakas Jang dipakail Zuna kepentingan urusan tersebut daw~
lam ajat

(3) Hutang-piutang jang bersangkutan dengan wrusan-urusan pertanian
jang diserahkan, jang ada pada waktu penjerahan ini, mendjadi urusan Propins

(4) Kepada Propinsi diserahkan untuk diselcnggarakun, perusahaan-per=
usahaan pertanian kepunjaan Pémerintah Pusat, jang lebih landjut akan 4it -
+sukan oleh Menteri Pertanian, :

B &BXTLy .
Tentang hal pegawal

Pasal 25,

(1) Untuk menjelenggarakan kewadjiban Propinsi dalam urusan pertanian
dengan keputusan Menteri Pertanian, kevada Propinsi:

ae. diserahkan pegawal-pégawai Negara untuk diangkad mendjagi pegawai—negwwa
Propinsi;

be diperbantukan pegawal-~pegawai Negara untuk'dipekerdgakan kepada Propinsi

(2) Pemindahon pegawai~pegawai Negara Jang diperbantukan kepada Propi
si kelain Propinsi diatur oleh Menteri Pertanian, sesudah mendengar pertim~
bangan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi., .

(3) Pemindahan pegawai~pegawail Negara Jang diperbantukan kepada Propi
sl dalam lingkungan Daerah Propinsi, diatur oleh Dewah Pemerintah Daerah Px¢
pinsi, dengan memberitahukan kepada Menteri Pertanian,



o

B A B XIII, ;
Tentang hal kguangani

Pasal 26,

Untuk penjelenggaraan urusan pertanian dalam Propinsi Sumatera Uta-
ra untuk tahun dinas 1951 diserahkan kepada Propninsi Sumetera Utara wang
gsedjumlah jang aken ditetapkan dalam ketetapan Menteri Pertanian,

B A B XIV,
Penutup..

Pasal 27,

Peraturan Pemerintah ini dinamakan Peraturan Pemerintah tentang
pelaksanaan penjerahan sebzgian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapa-
ngan pertanian kepads Propinsi Sumatera Utara, :

Pasal 28,
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 JULI 1951, .

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengun—
dengan Peraturan Pemerintah ini dengan penetapan dalam LemBaran Negara
Republik Indonesia,

Ditetapkan di Djakarta,’
pada tanggal 27 Djumi 1951,
Peresiden Republik Indonesisa,

SOEKARNO & _

- Menteri Dalam Negeri
My ISKAQ TJOKROHADISURJO.

Menteri Pertanian,
Diundangkan Ir SOEWARTO,.
pada tanggal 23 Djuli 1951
Menteri Kehokimah a.i.,
M.A, PELLAUPESSY.
Untuk salinan jang sama bunjinjaj
-Kepala Expeditie, - .

P




AM.zz,
ol amba, h L mbarun Nebgra Hr.;56 )

3. g PINDJE LASAN UMUM,

1, Maksud Peraturan Pemerintah ini ialah untuk melaksanakan penje
rahan urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pertanian kepada Propinsi
Sumatera Utara, penjerahan mana dalam azasnja. dan dalam garis-garis be-~
sarnja telah ditentukan dalam pasal 4 ajat (1) dan (2/ dari Peraturan
~ Pemerintah pengganti Undang-undang Nr. 5 tahun 1950,

2. Dalam melakuken penjerahan urusan pertanian jang dimekeud itu,
make urusan Propinsi dibagi atas ¢
'a. urusan pertanian jang termasuk urusan rumah~tangga Propinsi sendlri

(otonomi);

" bs urusan pertanlan jang karena sifatnja mcndjadi urusan Pemerintah Pusat
(Kementcrian Pertanian), aken tetapi hanja tjara pelaksanaannja dise-
rahkan kepada Propinsi (medebowind) dahn

Ce urusan dalam hal pertanian jang semata.mata bersifat pertolongan ter-
hadap usaha-usaha dari Pemerintah Pusat, jong tiada mengakibatkan su-
atu pernjcrahan tanggung djawab,

3. Untuk dapat membecda-~becdakan dasar sifat urusan-urusan jang dinake
sud diatas, maks dalam Peraturan Pemerlntnh 1n1 digunakan perkataan-per-
kataan, masing-masing:

a, Proninsi (lihat oasal—p%sal Ly 2, 8; 9, 10, 11, ajat (l), 15, 24435,

= By ATy R dan ag s

be Dowan Perwakilan Rakjat Daerah P”Oﬂlngl atau Decwan emerlntah Daerah
Propinsi , satu dan lain sesuai dengan ketentuan dalam pasal 24 Undaeng
?n?ﬁ?g Nr,22 tahun 1948 (lihat pasal-pasal 4, 5, 12, 13 dan 25 ajat

3 ;
Co ?cya? Pemerintah Dacrah.Propinsi (lihat pasalepasal 3%, 6 dan 11 ajat
2

4. Djika aipanaqnb dari sudut pasal 131 Undang-undang dasar Sementa-
ta, Undang-undang Nr, 22 tahun, 1948 dan djuge Peraturan Pemerintah peng-
‘ganti Undang-undang Nr,5 tahun 1950, maka penjerahan hak dan kckuasaan-
kckuasagn Jang mengenail soal pertanian ini nampaknja adalah masih qgak ter-
batas dan terikat; sebemarnja tidaklah demikian halgja..

Keadean pada dewasa ini, berhubung dengan kosukaran-kesukaran menge-
nail soal pegawai, penempatan tenaga-tenaga ahli, tenaga~tenaga teknik dan
scbagainja,  penjerahen dalam urusan pertanian harus didjalankan dengen sek-
sama, sehingga pelaksanaannja tidak akan telibat dalam kesukaran-kesukaran.

5. Mengingat keadaan, mrusan-urusan pertanian jang masih belum dise-
rahkan menurut Peratuwan Pemerintah inil, berangsureangsur akan diserahkan
kepada Propinsi; penjérahan ini dilaksanakan dengan Peputusan Menteri Per-
tanian scsudah tentang scal~soal -jang akan discrahkan itu diadaken perun-
dingan-perundingan dengan Menteri Dalam Negeri (Pasal 19 Poraturan Pemorin-
tah),

6. Sclandjutnja ditcrangkan disini, bahwa segala urusan-urusan porta-
nian jeng scebénarnja harus diselenggarakan olch daerah-dacrah otonoom di-
bawah tingkat Propinsi, (lihat pasal 20 ajat (1) Peraturan Pemerintah),
dengan Peraturan Pemenrintah ini, untuk sementara, turut diserahkan kepa-
da Propinsi, dengan maksud supaja Propinsi lebih landjut menjerahlan uru-
gan-urusan itu kepada dacrah—-daergh otonoom jang berkepcntingane K

Untuk mendjaga agar Dewan Perwakilan Rakjat Propinsi jang dikuagakan
untuk melaksanakan kewadjiban torsebut, betul-betul mendjalankannja, maka
. dalam hal penjerahan landjuten itu, Dewan Perwakilan Rakjat Propinsi pem-

" perhatikan petund juk-pctundjuk dari Menteri Pertanian dan sctelah mente~

ngar pertimbangan~pertimbangan Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Dacrah bawahar

jang bersangkutan, sedang Deraturan—peraturgn Daerah Propinsi jang mepgatw
penjerahan lcbih landjut itu dapat didjelaskan djikalau ‘suidah mendapat per-
setudjuan dari Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri.

70 Lain..-p.
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PENDJELASAN
( TambahanLngparun‘Nebgra Nr.l§6 )

- PENDJSLASAN UMUM,

1, Maksud Peraturan Pemerintah ini ialah untuk melaksanakan penje
rahan urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pertanian kepada Propinsi
Sumatera Utara, penjerahan mana dalam azasnaa; dan dalam garis-garis be~
sarnja telah ditentukan dalam pasal 4 ajat (1) dan (2 dari Peraturan
_ Pemerintah pengganti Undang-undang Nr, 5 tahun 1950,

: 2. Dalam melakukan penjerahan urusan pertanian jang dimaksud itu,

maka urusan Propinsi dibagi atas ¢

'a. urusan pertanian Jjang bermasuk urusan rumah—tangga Propinsi sendlri

(otonomi);

urusan pertanlan jang karena sifatnja mendjadi urusan Pemerintah Pusat

(Xementcrion Pertanian), aken tetapi hanja tjara pelaksanaannja dise-

rahkan: kepada Propinsi (medebowind) dah

¢, urusan dalam hal pertanian jang semebta.mata bersifat pertolongan ter-
hadap usaha-usaha dari Pemerintah Pusat, jang tiada mengaklbatkan Sue
atu pernjerahan tanggung djawab,

5. Untuk dapat membeda-bedakan dasar sifat urusan-urusan Jang dinake-
sud diatas, maka dalam Peraturan Pemerintah 1n1 digunakan perkataan-per-
kataan, masing-masing:
ae. Provinsi (lihat basal—pasal Ly 2, 8y 9, 10, 11, ajat (1), 13, 14, .15,

36y L7, 25 dan 24)5
be Dowan Perwakilan Rakjat Dacrah P“Oﬁln’l atau Dcowan Uemerlntah Daerah
Propinsi , satu dan lain sesuai dengan ketentuan dalam pasal 24 Undeng
( %i?g Nr.22 tahun 1948 (1ihat pasal-pasal 4, 5, 12, 18 don 25 ajat
3) )3
e ?o?a? Pemcrintah Dacrah. Propln)l (lihat pasal=pasal 3, 6 dan 11 ajat
2

44 Dalka alpandqn& dari sudut pasal 131 Undang-undang dasar Sementa-
Ya, Undang-undang Nr. 22 tahun 1948 dan djuga Peraturan Pemerintah peng-
‘gantl Undang—undang Nr.5 tahun 1950, maka penjershan hak dan kckuasaan-

kckuasagn jang mengenai soal portanlan ini nampaknje adalsh masih mgak ter-
batas dan terikat; sebemarnja tidaklah demikian halgja.

Keadaan pada dewasa ini, berhubung dengan kesukaran-kesukaran menge-
nal soal pegawai, penempatan tenaga~tenaga ahli, tenaga-tenaga teknik dan
scbagainja, penjerahan dalam urusan pertanian harus didjalankan dengan sek-
sama, schingga pelaksanaannja tidak akan telibat dalam kesukaran-kesukaran,

5. Mengingat keadaan, mrusan-urusan pertanian jang masih belum dise-
rahkan menurut Peratuman Pemerintah inil, berangsureangsur akan diserahkan
kepada Propinsi; penjerahsn ini dilaksanakan dengan Peputusan Menteri Per-
tanian scsudah tontang soal~soal -jang akan discrahkan itu diadakan perun-
din 1n-perund1ngan dengan Menteri Delam Nogorl (Pasal 19 Peraturan Pemcrin—
tah).

. 6. Selandjutnja diterangkan disini, bahwa segala urusan-urusan perta-
-nian jang sebénarnja harus diselenggarakan olch daerah-dacrah otonocom di-
bawah tingkat Propinsi, (lihat pasal 20 ajat (1) Peraturan Pemerintah),
dengan Peraturan Pemenrintah ini, untuk scmentara, turut diserahkan kepa-
da Propinsi, dengan maksud supaja Propinsi lebih landjut menjerahRtan unru-
san=-urusan itu kepada dacrah-deergh otonoom jang berkepentingan, :

Untuk mendjaga agar Dewan Perwakilan Rakjat Propinsi jang dlkuasakan
untuk melaksanakan kewadjiban tersebut, betul-betul mendjalankannja, maka
. dalam hal penjerahan landjutan itu, Dewan Perwakilen Rakjat Propinsi mem-
" perhatikan petund juk-petundjuk dari Menteri Pertanian dan sctelah mentie~
ngar pertimbangan~pertimbangan Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah bawaha
jang bersanpkutan, sedang peraturan-peraturan Daecrah Propinsi jang mepgatw
penjerahan lcbih landjut itu dapat didjelaskan djikalau sudah mendapat per
setudjuan dari Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri.
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7o Lain dari paga jang disebut dalam pendjelasan sub 6 diatas, pe-
raturan Pememrintah ini memberi kesempatan kepada Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Propinsi untuk menjerahkan sebagian dari hal-hal jang termasuk daad
Jam urusan rumah tangga Propinsi sendiri kepada Daerah-daerah Otonoom ba-
wahan (pasal 21),

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL,

Pasal 1.

Walaupun urusan pertanian rakjat didalam Propinsi telah diserahkan
schanjak-banjaknja kepada Propinsi, namun masih ada hal-hal jang untuk
sementara diurus langsung oleh Pemerintah Pusat, Jaitu misalnja hal-hal
jang masuk dalam Rentjana Kesedjahteraan Istimewa. Ini disebabkan oleh
karena hal-=hal tadi tidak melulu mengenai kedaerahan sadja, ekan tetapi
mengenal umum Pusat, bahkan kadangvkadang bersifat internasional, seching-
ga Pemerintah lebih mempunjai overzicht dari pada Propinsi, Lagi pula big
ja Jjang bersangkutan dengan hal-hal itu sering begitu besar, sehingga su-
kar gckali untuk dipikul oleh P:roninsi, Akan tetapi djika penjelenggaraan
Rentjana Kesedjahtcraan lstimewa tadi telah selesai, maka pemeliharaannja
cksploitasi selandjutnja akan diserahkan kepada Propihsi, umpama kebun=~
kebun benih barh, perusahaan-perusshemnditanah kering. Balai Pendidikan
Masjarakat Desa, pengairan ketjil-kectjil didesa-desa dsb. Semuwa ini tidal
berarti, bahwa didalam melpksanaken Rentjana Kesedjahteraan Istimewa (R.
KoI.) Propinsi tidak turut tjampur, itu tidak,.Bshkan sebaliknja Propinsi
diwad jibkan membantu tenaga dan pimpinan untuk melantjarken pekérdjaans

Pasal 2 s/d 3.
Tjukup delas,

Pasal 4.

Persctudauan jeng harus didapat lebih dahulu dari Menteri Pertanin
ini tidak berarti, bahkan Pemerintah Pusat mengurangi hak Dewan Pemerin®a
tah Daerah Propimsi tentang hal-hal jang tcrsebut didalam pasal ini.Alge
san jang sebenarnja lalah olch karena Propinsi pada ini waktu belum mem~
punjai alat-alat laboratoriwm~laboratorium, tenaga-tenage jang tjulkup un-
tuk mengadakan penjelidikan~penjelidikan dan pertjobaan-pertjobaan jang
bcr31fat wetenschappelijks. Scbaliknja Pemerintah Pusat mempunjail alat-a-
lat, laboratorium-leboratorium dan tenaga-tenaga ashli jang tjukup untuk
mengadakﬂn penjlidikan, dan pemetjahan soal teknis dalam lapangan pertani
an, jaitu pendidiken pertanian di Bogor, Pcnjelidikan-penjelidikan dan
pert jobaan~pertjobaan itu dapat diterangkan scperti berikut:

a, wntuk mcmperoleh {jcnis —dJenls mat jam=-mat jam tanam-tabhaman, atau bes

nih-benih, bibit-bibit dan bidji-bidji jang memberi hasil dan mutu ,

jang lebih baik dan jang tjotjok dengan kcadaan dan iklim setempat-se—

tompat;

untuk mentjari tjara-tjara bertjotjok tanam jang lebih bcik ( cul tuur-

methode), tanaman-ganti-berganti (vruchtwisseling) atau tJara-tjara

menjelenggarskan jertanian (landbouwmethode);

c. tentang pemakeian pupuk buatan (kunstmest)pupuk hidjau (groenbemesters):

" pupuk kendang (stalmest) dan pupuk lain-lain;

de untuk penanaman tanaman obat-obatan gunz pemberantasan penJakit-pcnje-
kittden gangguan-gangguan tanaman-tanamen.

Perlu dltoran»lan disini, bahwa hal-=hal jong dlsobutkan dalem a,
b,c,d, ini mengenai penJClldlkun—pcnaellaikan dan pertjobaan-pertjobaan
jang bersifat wetenschappelijk, djadi tidak berarti bahwa Pemerintahan
Dacrah Propinsi tidek bebas untuk mempergunakan djenis—djenis tanamen,:
bibit-bibit, bidji-bidji jang terpilih, pupuk-pupuk dan mengadakan vruch&
wisscling, cultuurmethodc dsb, dikebun-kcbun Propinsi, bhhkan sebaliknja

Pemerintah Dacrah Propinei diandjurkan mempergunakan (tocpassen semua
sy aaTriac i 46 sahaorad Waaddl Aoavi nevSalddil 7 ern rartdnhsarn Asrn Noanoa ] g
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Djadi sckali lagi hanja penjelidikan dan pertjobaan jang borsifat
wetenschappelijk jang harus dapat persctudjuan dari Menteri Pertaniam,

Pasal 5 s/d 16
Tjukup djclas,.
Pasgal 17,

Jang dimaksudkan dengan sckolah porusahaan pertanian (bedrijfse
school) ialah sckolah pertanian untuk mendidik tjalon-tjalon tani mon-~
djadi orang-orang tani jang dapat mengatur perusahaannja sendiri dan men-
dapat penghidupan lajak dafi perusahaannja tadi, Dengan sendirinja bede
rijfeschool ini didirikan ditempat-tcmpat, dimana milik orang tani agsk
lvas dan lctaknja terhadap pusat perdagangan hasilnja bumi tidak djauvh
atau hubungan tidak suker, Jang dimaksudkan dengan sekolahesckolah rendah
pertanian ialah sekolah-sckoleh poertanien untuk mendidik tjalon-tjalon.
pegawai teknik pertanian rendah’ (jaitu mentri-mentri pertenian) dan gu-
ru-guru dari kursus-kursus tani,

Kursus tani ialah kursus, dimana mata pcladjarannja disesuaikan
dongan keadaan pertan ian sctempat-Setempat, Lamanja kursus, letak dan
mata peladjarannja disesuwaikan dengan kebutuhan masjarakat teni.|é
e s s e

"l en N ) o :L 35 . n o=
melulu dibuat untuk keperluafl 3 TJukup aJe a8,

ini. Pasal 19 s/d 22
Dipersilakan melihat Pendjelasan Umum ajat-ajat 4, 5 dan 9,
Pasal 23,

Dalem mcmbentuk dan menjusun Djawatan Pertanian Proplnsi, maka
Propinsi pada azasnjs dapat menjclenggarskan scendiri urusan ini. Walaupun
. demikian perlu’dikcmunekan.disini, bahwa pada mass sckarang hal penjusu
nan Djawatan i.c. pongengkatan pcgawai beru masih mcrupakan salasatu~sa-
tunja soal jang meminta penuh ncrhptlﬂn.aqng chusus dari Pemerintah Pusat
Untuk mentjegeh soal ini, scperti dimeklumi, telah ditjari dg@lan.bagai-
mana cdapatnja mengadekan tjara-tjara penﬂ%ngkatqn pegawai-pegawal jang
rasional dan efficient, Supaja Propinsi untuk kepentingan umum dapat mela
raskan penjusunan Djawatannja terhadap aturan-aturan dari Pecmerintah Pue~
sat, maka penjusunan itu diikat oleh petundjuk-petundjuk Mcenteri Pertani-
an, umpamanja tentang hal formasi dsb,

Pasal 24 s/d 25
Tjulkup djelas,

Pasal 26.

Anggaren belandjo Pemcrihtch Pusat untuk tahun dinas 1951 pada
waktu sckarang belum ditctapkan,

Maka dari itu belandja mengenai hal urusan pertanian bagi Propinsi
pun belum dapat ditentukan.Akan tetapd .supaja Propinsi dapat membel‘ndaal
urusan peeptanian jang disershkan itu, maka djumlah uzng untuk tehun dinas
ini, selekas-lekasnja akan ditentukan olch Nenteri Pertanian,-

Termasuk Lembaran Negara Nr, 66 tahun 1951,-

Dikctahuis
Menteori Kechakiman a.i,.
M, A. PELLAUPESSY,

Untuk salinan jang sama bunjinja:
. Kepala Expeditic

i
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Djadi sckali legi hanja penjelidikan dan pertjobaan jang bersifat
wetonschappellak jang harus dapat persctudjuan dari Menteri Pertaniom.

Pasal S5 s/d 16
Tjukup djclas,
Pasal 17.

Jang dimaksudkan dengan sckolah pcrusahaan pertanian (bedrlgfss
school) ialah sckolah pertanian untuk mendidik tjalon-tjalon tani men-
djadi orang-orang tani jang dapat mengatur perusahaannja sendiri dan men-
dapat penghidupan lajak dafi perusahazmnja tadil, Dengan sendirinja bedw
rijfsschool ini didiriken ditempat-tcmpat, dimena milik orang tani agak
luas dan letaknja terhadap pusat perdagangan hasilnja bumi tidak djauh
atau hubungan tidak sukar, Jang dimaksudkan dcngsn sekoleh-sckolah rendah
pertenian ialah sckoloh-sckolah pertanian untuk mendidik tjalon-tjalon.
pegawai teknik pertanian rendah (jaitu mantri-mantri pertonian) dan gu-~
ro~guru dari kursus-kursus tani,

Kursus tani ialah kursus, dimana mata pecladjarannja dise suaikan
dcngan keadasan pertan ian sctempat-Setcmpat, Lamanja kursus, letak dan
mata peladjarannja disesuaiken dengan kebutuhan masjarakat tenio &

[_ Serme joang diternngkoan dintos tadi Pasal 18.
alrn diatur didalan pedonan jang : A5 AT,
melulu dibunt untuk keperluon Tqucup djelas,

ini, Pasal 19 s/d 22
Dipoersilakan melihat Pendjelasan Umum gjat-ajat 4, 5 dan 9.
Pasal 230

Dalem membentuk dan menjusun Djawatan Portanian Propinsi, maka -
Propinsi pada azasnje dapat menjclenggarakan sendiri urusan ini. Walaupun
.demikian perlu dikemukekan disini, bahwa pada mases sckarang hal penjusu
nan Djawatan i.c. pongengkatan pegawai baru masih merupakan sala.satu~-sa-
tunja soal jang meminta pcenuh perhation jang chusus dari Pemerintah Pusat
Untuk mentjegah soal ini, sceperti dimeklumi, telah ditjari daalan.bagai-
mana dapatnja mongadakan tjara-tjara pengangkatan pegawai-pegawal Jang
rasional dan efficicnt. Supaja Propinsi untuk kepentingan umum dapat mela
rasken penjusunan Djawatannja terhadap aturan~aturan dari Pemerintah Pu~-
sat, maka penjusunan itu diiket oleh petundjuk—-petundjuk Menteori Pertani-
an, umpamanja tentang hal formasi dsb,

Pasal 24 g/d 25
Tjukup djelas,

Pasal 26,

Anggaren belandje Pemcrihtah Pusat untuk tahun dinas 1951 pada
waktu sekarang belum ditctapkan,

Make dari itu belandja mengenai hal urusan pertanian bagi Propinsi
pun belum dapat ditentukan.Akan tetapd supaja Propinsi dapat membelondjai
urusan pertanian jang diserahkan itu, maka djumlak uang untuk tahun dinas
ini, selekas-lekasnja akan ditentukan olch Nenteri Pertanion,-

Termasuk Lembaran Negars Nr. 66 tahun 1951,-

Dikctahui.:
Menteri Xchakiman a.i,
M, A, PELLAUPESSY,

Untuk salinan jang same bunjinja:
- Kepala Expoditie

g
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Pasal 5 s/d 16
Tjukup djclas.
Pasal 17,

Jang dimaksudkan dengan sckolah perusahaan pertanian (bedrijfse
school) ialah sckolah pertanian untuk mendidik tjalon-tjalon tani men-
djadi orang-orang tani jang dapat mengatur perusahaannja sendiri dan men-
dapat ponghidupan lajak dafi perusahaannje tadl, Dengan sendirinja beds
rijfsschool ini didirikan ditempat—tcmpat, dimena milik orang tani agsk
luas dan letaknja terhadap pusat perdagangan hasilnja bumi tidak djauh
atan hubungan tidak suker, Jang dimaksudkan dengan sekolehe-seckolah rendal
pertanian ialah sekoloh=-sekolah pertanian untuk mendidik tjalon-tjalon
pegawai teknik pertanian rendah  (jaitu mantri-mentri pertenian) dan gu-
ru-guru dari kursus-kursus tani,

Kursus tani ialah kursus, dimana mata pcladjarannja disesuaikan
dengan keadaan pertan ian sctempat-Setompat, Lamanja kursus, letak dan
mata peladjarannja disesuaikan dengan kebutuhan masjarakat teni. L
/_ Senune Joang diterangkon dintos tadi Pasal 18.

aknn distur didalan pedoran jang o
nmluhléﬁbuat1n¢uk1mperhmn TAREp A JGLAD.

ini. Pasal 19 s/d 22
Dipersilakan melihat Pendjelasan Unum ajat-ajat 4, 5 dan 9.
Pasal 23,

Dalem membentuk dan menjusun Djawatan Pertanian Propinsi; maka -
Propinsi pada azesnje dapat menjclenggarakan sendiri urusan ini, Walaupw
demikian perlu dikemukekan disini, bahwa pada mase sckarang hal penjusu
nan Djawatan i.c. pengangkatan pegawai baru masih merupakan sala’ satu~sa-
tunja soal jang meminta penuh perhation jang chusus dari Pemerintah Pusas
Untuk mentjegsh soal ini, scperti dimeklumi, telsh ditjari djalan bagai-
mana depatnja mongadekan tjara-tjara pengangkatan pegawai-pegawai jang
rasional dan efficient. Supaja Propinsi untuk kepentingan umum dapat mel:
rasken penjusunan Djawatannja terhadap aturan-aturan dari Pemerintah Pu-
-sat, maka penjusunan itu diikat oleh petundjuk-petundjuk Mentcri Pertani-
an, umpamanja tentang hal formasi dsb,

Pasal 24 s/d 25
Tjukup djclas,

Pasal 26,

Anggaren belandje Pemerihtah Pusat untuk teahun dinas 1951 pada
waktu sekarang belum ditctapkan,

Maka dari itu belandja mengenai hal urusan pertanian bagi Propins:
pun belum dapat ditentukan.Akan tetapd supaja Propinsi dapat membelandja:
urusan pertanian jang diserahkan itu, maka djumlah uang untuk tehun dina
ini, selekas-leckasnje akan ditentukan oleh Nenteri Pertaniane-

Termasuk Lembaran Negara Nr, 66 tahun 1951,-

Dikctahui:
Menteori Kehakiman a.i.
M, A. PELLAUPESSY,

Untuk salinan jang sama bunjinjas
. Kepala Expodltie :

(AN AMIN.)




